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NOVOR : M 843-KP.04.11 TAHUN 1993
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PATEN

MENTERI KEHAKI MAN REPUBLI K | NDONESI A,

Bahwa ber dasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Penerintah Nomor
11 tahun 1993 tentang bentuk dan isi surat paten, surat paten
di tandat angani ol eh Menteri Kehaki man atau pejabat yang
di t unj uknya,;

Bahwa untuk nenberi kan dan neni ngkatkan pel ayanan yang cepat
kepada masyarakat perlu ditunjuk pejabat sebagai mana di maksud
pada huruf a untuk manandat angani Surat Paten;

Bahwa berdasarkan pertinbangan tersebut pada huruf a dan b,
perlu di t et apkan Keput usan Ment eri Kehaki man Republ i k
I ndonesi a tentang Penunj ukan Pejabat yang Menandat angani Surat
Pat en.

Undang-undang Nonor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lenbaran
Negara Tahun 1989 Nonor 39, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor
3398);

Peraturan Penerintah Nonor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan
Isi Surat Paten (Lermbaran Negara Tahun 1993 Normor 15, Tambahan
Lenmbaran Negara Nonor 3517);

Keputusan Presiden Republik |Indonesia Nonor 15 Tahun 1984
tentang Susunan Organi sasi Departenmen sebagai mana telah
beberapa kali diubah terakhir untuk Departenen Kehaki man
dengan keputusan Presiden nonor 32 tahun 1988;

Keputusan Menteri Kehaki man Republik |ndonesia Nonmor M 02-

PR. 07.10 Tahun 1989 tentang Organi sasi dan Tata Kerja
Depart enen Kehaki nan.

M E MUT US KA N:

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKI MAN REPUBLI K | NDONESI A TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PATEN.

Menunj uk Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek sebagai
pej abat yang berwenang nenandat angani Surat Paten.

Menunj uk Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek dapat
menunj uk Direktur Paten nenandatangani Surat Paten atas nama
Di rektur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek.

Keputusan ini nulai berlaku sejak tangal ditetapkan.

Di t et apkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 1993
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